BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian yang sudah disampaikan dalam Bab sebelumnya, bahwa Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kelemahan-kelemahan
yang mengakibatkan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sesuai asas cepat, tepat, adil dan murah. Kelemahan tersebut terjadi

karena,

1. Pada aspek cepat, tidak ada aturan mengenai sanksi bagi hakim yang
tidak atau lebih dari 50 hari dalam menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial, membuat hakim tidak merasa ada tekanan untuk
menyelesaikan perkara dengan tepat waktu. Selanjutnya, tidak ada
aturan mengenai ukuran atau kriteria khusus mengenai boleh atau
tidaknya dilakukan penundaan sidang di dalam UU PPHI menyebabkan
hakim tidak memiliki alasan untuk menolak permohan tersebut.

2. Pada aspek tepat, dalam perselisihan hubungan industrial tidak hanya
mengenai aspek keperdataan saja melainkan terdapat aspek pidana dan
administrasi. Masalah yang terjadi adalah penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial tidak dapat
menyelesaikan perselisihan yang memiliki multiple aspect, sehingga
perkara tersebut harus diselesaikan di dua Pengadilan yang berbeda dan
hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi antar putusan Pengadilan.

3. Pada aspek adil, dalam pembuktian melalui hukum acara perdata akan
membebani pihak yang mendalilkan untuk membuktikan. Hal ini
melahirkan masalah dalam proses nya, pekerja/buruh sebagai penggugat
akan mengalami kesulitan karena hampir semua alat bukti dimiliki oleh
pihak pengusaha seperti surat-surat hingga saksi-saksi. Hal ini berakibat
gugatan yang diajukan oleh pihak pekerja/buruh banyak ditolak, karena

mereka gagal untuk menyediakan alat bukti.
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4. Pada aspek murah, hal ini berkaitan dengan pengajuan gugatan harus
diserahkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah tempat
pekerja/buruh bekerja. Kenyataannya, Pengadilan Hubungan Industrial
terbatas hanya ada di Ibu Kota Provinsi dan dua di Kabupaten.
Keterbatasan jumlah Pengadilan Hubungan Industrial ini menyebabkan
para pihak terutama pekerja/burun harus bepergian jauh dan
mengeluarkan biaya untuk transportasi. Di luar biaya transportasi
tersebut terdapat beban biaya-biaya administrasi serta keperluan lainnya

yang harus dikeluarkan.
Saran

Untuk mencapai penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat,
adil dan murah, perlu untuk dilakukannya penggantian hukum acara perdata dengan
hukum acara khusus perselisihan hubungan industrial dan perubahan beberapa
kebijakan-kebijakan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial. Perubahan tersebut meliputi:

1. Untuk menciptakan penyelesaian perselisihan secara cepat maka diatur
beberapa ketentuan berikut:

a. Ketentuan khusus untuk hakim yang gagal menyelesaikan perkara
dalam waktu 50 hari;

b. Ketentuan khusus mengenai kriteria atau ukuran untuk boleh atau
tidaknya dilakukan penundaan sidang; dan

c. Peraturan tentang penyelesaian perkara sederhana.

2. Untuk menciptakan putusan penyelesaian perselisihan secara tepat, secara
khusus mengatur mengenai penyelesaian perselisihan yang memiliki
multiple aspects dalam perkara di lingkungan hubungan industrial.

3. Untuk menciptakan penyelesaian perselisinan secara adil, penerapan
prinsip umum (siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan)
tetap berlaku. Akan tetapi, jika hakim meyakini bahwa pekerja tidak
memiliki akses terhadap alat bukti, maka pengusaha dibebani kewajiban
untuk menyediakan alat bukti. Dengan demikian penerapan beban
pembuktian terbalik ditentukan secara bebas oleh hakim berdasarkan
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keyakinannya tentang ketiadaannya aksesabilitas dari alat bukti bagi
pekerja/buruh.

. Untuk menciptakan penyelesaian perselisihan secara murah, Pemerintah
harus dengan segera melakukan pembentukan Pengadilan Hubungan

Industrial di wilayah Kabupaten/Kota yang padat industri.
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